





Pasal 3

(1) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
Kedudukan dan peran inspektorat;

Visi dan misi Inspektorat;

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat;

Kewenangan Inspektorat;

Tanggung jawab Inspektorat;

Tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan Inspektorat;
Kode etik dan standar audit APIP;

Persyaratan APIP Inspektorat;

Larangan perangkapan tugas dan jabatan APIP;
Hubungan kerja dan koordinasi; dan

Penilaian berkala.
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(2) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor
12 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2016 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal SEE

Diundangkan di Buntok
pada tanggal .- -cocoher 2018
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b.

Penunjang pembinaan dan pengawasan
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan,

2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan; dan

3. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya vyang berupa
asistensi, sosialosasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pemerintah Daerah.

7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa APIP dalam
melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar
Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur tentang kode etik, norma pengawasan dan
standar audit APIP.

8. PERSYARATAN AUDITOR dan P2UPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan Auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi :

a.

b.

Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai
Peraturan Perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
Memiliki intergritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur,
dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan
disiplin ilmu lain yang relavan dengan bidang tugasnya;

Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;

Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan;

Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan
manajemen risiko; dan

bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan
profesionalismenya secara terus-menerus.

Persyaratan P2UPD yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

a.

b.

Memenuhi sertifikasi P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai
Peraturan Perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional P2UPD;
Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur,
dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan
disiplin ilmu lain yang relavan dan bidang tugasnya;

Wajib mematuhi Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas
Pemerintah;

Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan
Peraturan Perundang-undang;

Memahami pninsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan
manajemen risiko; dan

Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan
profesionalismenya secara terus-menerus.






b.

Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional
(Rakorwasnas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri
guna penyamaan persepsi menegenail kebijakan pengawasan nasional,
sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih
pelaksanaan pengawasan;

Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun
laporan hasil pengawasan; dan

Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan
Fungsional P2UPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD.

INSPEKTORAT DAN KEMENTERIAN NEGARA PAN DAN RB

a.

Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan
dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN
dalam menentukan arah kebijjakan dan program pengawasan
Inspektorat;

Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang
diselenggarakan oleh Kementerian Negara PAN dan RB guna penyamaan
persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, dan mengurangi
tumpang tindih pengawasan; dan

Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun
laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

a.

Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern
selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi
maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan
audit;

Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern
untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat
APIP Pusat/Daerah;

. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit disampaikan

aparat pengawasan eckstern merupakan bahan pengawasan bagi
Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi; dan
Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI
sebagaimana diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

INSPEKTORAT DAN BPKP

a.

Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan

SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan Pengendalian intern

pemerintah yang meliputi :

1. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

2. sosialisasi SPIP;

3. pendidikan dan pelatihan SPIP;

4. pembimbingan dan kosultansi SPIP;

5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern
pemerintah;



6. pendampingan dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan
pemerintah daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan /
atau

7. pendampingan dalam pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja dan
Penyelenggaraan SPIP.

b. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan
Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku instansi
Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

11. PENILAIAN BERKALA

a. Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan,
wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini
tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat
mencapai tujuannya; dan

b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.
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